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Abstract. Public service innovation is one of the efforts of local governments to improve 

the quality of services for the community. The Mening Deh Program (Mending Makaryo 

Ning Desa, Desa Hebat) is an integrated service innovation implemented in Trenggalek 

District, Trenggalek Regency, aimed at bringing services closer to rural communities. 

This study aims to analyze the implementation of the Mening Deh Program and identify 

its supporting and inhibiting factors. The research uses a descriptive qualitative method, 

with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is 

based on the public service innovation theory by Sri Yulianty et al. (2024), which includes 

six indicators: leadership commitment, organizational capacity, community 

participation, regulatory support, multi-actor collaboration, and continuous evaluation. 

The results show that leadership commitment is well implemented despite the absence of 

clear structures and technical guidelines. Organizational capacity and community 

participation are relatively adequate. However, regulatory support remains weak, as it 

is limited to circular letters without comprehensive technical regulations. Multi-actor 

collaboration runs effectively, while evaluation is conducted routinely but remains 

internal. It is expected that the program will be strengthened in terms of regulation, 

institutional capacity, and participatory evaluation to achieve more effective public 

services. 
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Abstrak. Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Program Mening Deh (Mending 

Makaryo Ning Desa, Desa Hebat) merupakan inovasi pelayanan terpadu yang 

dilaksanakan di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek yang bertujuan 
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mendekatkan layanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pelaksanaan inovasi pelayanan Program Mening Deh di Kecamatan 

Trenggalek serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori inovasi pelayanan 

publik menurut Sri Yulianty et al. (2024) dengan 6 indikator yaitu: komitmen 

kepemimpinan, kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, 

kolaborasi multi-aktor, evaluasi berkelanjutan. Hasil penelitian menujukkan bahwa 

komitmen kepemimpinan berjalan baik melalui dukungan pemerintah, meskipun tanpa 

struktur dan juknis yang jelas. Kapasitas organisasi tergolong cukup baik, namun masih 

terbatas pada belum adanya SOP dan struktur kelembagaan. Partisipasi masyarakat juga 

cukup baik, terlihat dari antusiasme warga dalam memanfaatkan layanan. Dukungan 

regulasi masih lemah karena hanya berbentuk surat edaran tanpa aturan teknis yang 

lengkap. Kolaborasi multi-aktor berjalan efektif melalui koordinassi anatara pemerintah 

daerah, kecamatan, desa, dan OPD. Evaluasi berkelanjutan telah dilakukan secara rutin, 

namun masih internal saja. Diharapkan Program Mening Deh dapat diperkuat dari sisi 

regulasi, kelembagaan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat guna mewujudkan 

pelayanan publik yang lebih efektif.  

 

Kata Kunci: inovasi pelayanan publik, pelayanan publik, Program Mening Deh 

 

LATAR BELAKANG  

Pelayanan publik merupakan tugas utama aparatur pemerintah yang bertujuan 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator 

keberhasilan kinerja pemerintah, sehingga diperlukan profesionalisme, akuntabilitas, 

serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Namun, berbagai tantangan 

masih dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik, seperti ketimpangan antara harapan 

masyarakat dan kualitas layanan yang diberikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di kisaran 60%, 

yang menandakan perlunya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. 

Tingginya jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan 

pelayanan publik yang optimal, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Provinsi 

Jawa Timur. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik 

yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kabupaten 

Trenggalek menjadi salah satu daerah yang menunjukkan tren positif dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi, baik berbasis digital maupun 

pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan 
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indeks pelayanan publik dari tahun ke tahun yang didukung oleh berbagai program 

inovatif pemerintah daerah. 

Meskipun demikian, kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang didominasi 

wilayah pegunungan menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik masih 

terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadirkan 

inovasi Program Mening Deh (Mending Makaryo Ning Deso, Deso Hebat) sebagai 

layanan terpadu berbasis jemput bola yang mendekatkan pelayanan langsung ke desa-

desa. Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan layanan publik, namun dalam 

pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan rendahnya 

partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai 

implementasi Program Mening Deh guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

Kabupaten Trenggalek. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara mendalam mengenai inovasi pelayanan Program Mening 

Deh di Kabupaten Trenggalek. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus 

pada kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan data. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi inovasi pelayanan 

Program Mening Deh dengan menggunakan indikator komitmen kepemimpinan, 

kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, kolaborasi multi-aktor, 

serta evaluasi berkelanjutan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Trenggalek yang 

memiliki karakteristik geografis pegunungan dan pedesaan sehingga menarik untuk 

diteliti dalam konteks pelayanan publik. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dengan pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat, serta data sekunder 

yang berasal dari dokumen, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Selanjutnya, 

data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik 

analisis ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan inovasi 



 

 

Program Mening Deh serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur yang terletak sekitar 200 km di barat daya Surabaya dengan luas wilayah 

126.140 Ha dan terdiri dari 14 kecamatan. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh 

daerah pegunungan dengan hampir dua pertiga wilayah berupa dataran tinggi. Penelitian 

ini berlokasi di Kecamatan Trenggalek, tepatnya di Desa Karangsoko yang memiliki 

akses strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Pelayanan Program 

Mening Deh dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Karangsoko yang mudah dijangkau 

masyarakat, meskipun secara geografis berada di wilayah perbatasan yang memiliki 

keterbatasan akses menuju pusat pelayanan kabupaten. Oleh karena itu, Desa Karangsoko 

ditetapkan sebagai desa prioritas agar pelayanan publik melalui Program Mening Deh 

dapat menjangkau masyarakat secara optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan 

sosial. 

2. Program Mening Makaryo Ning Desa, Desa Hebat (Mening Deh) Kabupaten 

Trenggalek 

Program Mening Makaryo Ning Desa, Desa Hebat (Mening Deh) merupakan 

inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat desa. Program ini dilaksanakan 

melalui kegiatan kerja lapangan yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati, Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), serta perangkat desa guna memberikan pelayanan terpadu 

sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui program ini, 

pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan, mengidentifikasi 

permasalahan, serta memberikan solusi secara langsung, sementara permasalahan yang 

kompleks akan ditindaklanjuti di tingkat pemerintah kabupaten. Program Mening Deh 

mulai dilaksanakan sejak tahun 2023 dan diselenggarakan secara rutin setiap hari Rabu 

secara bergilir di desa-desa di Kabupaten Trenggalek dengan melibatkan berbagai 

instansi seperti Disdukcapil, DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, 
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Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Puskesmas, BPBD, Samsat, Diskominfo, 

PUPR, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

a. Struktur Kelembagaan 

Struktur kelembagaan Program Mening Deh terdiri dari Bupati sebagai penggagas 

dan penanggung jawab utama yang menetapkan arah kebijakan dan tujuan program, 

Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara dan koordinator yang mengatur perencanaan, 

pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai 

pelaksana teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta 

mengidentifikasi permasalahan untuk ditindaklanjuti. Struktur ini dibentuk untuk 

memastikan pelaksanaan Program Mening Deh berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. 

b. Tata Laksana Program Mening Deh 

Tata laksana Program Mening Deh dilaksanakan melalui empat tahapan utama, 

yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Tahap 

perencanaan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dengan menyusun jadwal kegiatan 

dan perangkat daerah yang terlibat, kemudian dilanjutkan tahap persiapan melalui 

koordinasi dengan OPD dan penyampaian informasi kepada pemerintah desa serta 

masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah daerah bersama OPD memberikan 

pelayanan langsung di desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, dimana 

permasalahan sederhana diselesaikan secara langsung dan permasalahan kompleks 

ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 

Sekretariat Daerah untuk menilai efektivitas program serta sebagai bahan perbaikan 

berkelanjutan agar pelayanan publik semakin optimal dan tepat sasaran. 

c. Output  

Output Program Mening Deh mencerminkan kehadiran langsung pemerintah 

daerah dalam memberikan pelayanan publik di tingkat desa melalui berbagai layanan 

administratif, teknis, dan fasilitatif yang memudahkan akses masyarakat. Program ini 

juga menghasilkan penghimpunan data permasalahan masyarakat, penyelesaian masalah 

secara langsung, serta terbangunnya koordinasi lintas perangkat daerah yang 

meningkatkan efektivitas pelayanan. Selain itu, Program Mening Deh memiliki keunikan 

berupa keterlibatan langsung pimpinan daerah, pendekatan jemput bola dalam pelayanan, 



 

 

integrasi layanan lintas OPD, serta penguatan hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah. 

Berikut adalah dokumentasi pelayanan Mening Deh (Mending Makaryo Ning 

Desa, Desa Hebat) di Kecamatan Trenggalek: 

Gambar 4.2 Pelaksanaan Pelayanan Mening Deh (Mending Makaryo Ning Desa, Desa 

Hebat) 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat situasi dan kondisi dalam pelaksanaan 

pelayanan Program Mening Deh yang diadakan di desa Karangsoko. Dimana dalam 

pelayanan tersebut terlihat banyak masyarakat yang antri untuk mendapatkan pelayanan 

dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. 

a. Rekapitulasi Penerima Layanan Program Mening Deh 

Rekapitulasi penerima layanan Program Mening Deh tahun 2024 menunjukkan 

bahwa program ini mampu menjangkau 16.215 masyarakat di Kabupaten Trenggalek, 

sehingga dinilai efektif dalam mendekatkan pelayanan publik terutama bagi masyarakat 

di wilayah pelosok. Dinas Sosial menjadi OPD dengan jumlah pelayanan tertinggi 

sebanyak 6.332 orang, diikuti oleh Dinas Kesehatan sebanyak 1.473 orang dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1.167 orang. Tingginya angka tersebut 

menunjukkan bahwa layanan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan 
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merupakan kebutuhan utama masyarakat desa, sekaligus menegaskan bahwa Program 

Mening Deh berperan penting dalam meningkatkan akses pelayanan publik serta 

menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara lebih merata. 

b. Inovasi Pelayanan Program Mening Deh (Mending Makaryo Ning Desa, Desa 

Hebat) di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

Pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan dan hak dasar masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi cerminan 

kinerja pemerintah dalam memberikan layanan yang adil, mudah diakses, dan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, inovasi pelayanan 

publik menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Melalui 

inovasi publik, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang responsif 

dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan enam 

indikator inovasi pelayanan publik menurut Sri Yulianty et al. (2024), yaitu komitmen 

kepemimpinan, kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, 

kolaborasi multi-aktor, dan evaluasi berkelanjutan, yang digunakan untuk menganalisis 

Program Mening Deh di Kecamatan Trenggalek. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan dalam Program 

Mening Deh tergolong kuat dan dirasakan langsung oleh pelaksana maupun masyarakat. 

Sekretariat Daerah berperan aktif melalui arahan yang konsisten, koordinasi lintas OPD, 

serta keterlibatan langsung di desa untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. 

Masyarakat menilai kehadiran langsung pemerintah sebagai bentuk keseriusan dan 

kepedulian terhadap kebutuhan warga, karena pelayanan menjadi lebih mudah diakses 

tanpa harus datang ke kota. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan 

berkontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan program, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

daerah. 

Kapasitas organisasi dalam pelaksanaan Program Mening Deh menunjukkan 

bahwa sumber daya manusia yang terlibat telah memiliki kemampuan yang cukup baik 

dalam memberikan pelayanan secara ramah, cepat, dan responsif sesuai arahan pimpinan, 

sehingga program tetap berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, dari 

aspek kelembagaan, program ini masih memiliki keterbatasan karena belum adanya 



 

 

struktur organisasi formal, standar operasional prosedur tertulis, serta skema pembiayaan 

yang masih dibebankan secara bergiliran kepada OPD tertentu. Kondisi tersebut 

menyebabkan pelaksana harus menyesuaikan secara mandiri di lapangan dan membuat 

pelaksanaan belum optimal. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap Program 

Mening Deh masih terbatas pada layanan yang mereka butuhkan saja, sehingga 

diperlukan penguatan kapasitas organisasi, baik dalam tata kelola internal maupun 

sosialisasi program, agar pelaksanaan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan 

terstruktur. 

Partisipasi masyarakat dalam Program Mening Deh di Desa Karangsoko 

tergolong cukup baik, terlihat dari banyaknya warga yang hadir dan memanfaatkan 

layanan, serta aktif menyebarkan informasi melalui pamflet dan sistem getok tular. 

Program ini dinilai membantu masyarakat karena pelayanan lebih dekat, cepat, dan 

mudah diakses, terutama untuk layanan administrasi kependudukan dan kesehatan. 

Namun, partisipasi tidak merata di semua wilayah, karena desa yang dekat dengan pusat 

pelayanan cenderung memiliki peminat lebih sedikit. Selain itu, masih terdapat kendala 

seperti antrean panjang dan keterbatasan jenis layanan yang tersedia, sehingga tidak 

semua masyarakat merasakan manfaat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan 

pengelolaan pelayanan yang lebih baik serta sosialisasi yang lebih jelas mengenai jenis 

layanan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dan manfaat program dapat 

dirasakan secara merata. 

Dukungan regulasi dalam pelaksanaan Program Mening Deh belum sepenuhnya 

optimal karena program ini masih berlandaskan pada Surat Edaran Bupati tanpa didukung 

oleh peraturan daerah, peraturan kepala daerah, struktur organisasi, SOP, maupun 

petunjuk teknis tertulis. Kondisi ini membuat pelaksanaan program bersifat fleksibel dan 

bergantung pada koordinasi antar OPD serta arahan pimpinan, meskipun pelayanan tetap 

dapat berjalan dengan baik. Dari sudut pandang masyarakat, aspek regulasi bukan 

menjadi perhatian utama karena yang lebih dirasakan adalah kemudahan akses, pelayanan 

yang cepat, dan manfaat langsung dari program. Namun, sebagian warga masih menilai 

adanya kekurangan dalam keteraturan dan kejelasan informasi pelayanan, sehingga 

diperlukan penguatan regulasi, tata kelola, serta sosialisasi yang lebih jelas agar 
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pelaksanaan Program Mening Deh ke depan dapat berjalan lebih tertib, konsisten, dan 

berkelanjutan. 

Kolaborasi multi-aktor dalam Program Mening Deh melibatkan berbagai pihak 

mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, OPD terkait, hingga 

masyarakat, dimana setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi 

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Proses koordinasi dimulai dari arahan Bupati 

yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah, kemudian Sekretariat Daerah menunjuk 

OPD sebagai penanggung jawab di desa sasaran yang selanjutnya berkoordinasi dengan 

kecamatan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan. Dalam 

pelaksanaannya, OPD yang ditunjuk, seperti Dinas Pariwisata di Desa Karangsoko, 

berperan mengkoordinasikan persiapan kegiatan, memastikan kehadiran OPD layanan, 

serta menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa sesuai arahan 

Sekretariat Daerah. Dari sudut pandang masyarakat, mayoritas warga tidak memahami 

secara rinci proses koordinasi antar aktor, namun mereka menilai bahwa pelayanan 

Program Mening Deh berjalan cukup baik dan pemerintah daerah terlihat aktif 

mendampingi selama kegiatan berlangsung. Meskipun demikian, beberapa warga 

menyampaikan bahwa masih terdapat keterbatasan pada kelengkapan layanan serta 

koordinasi teknis di lapangan yang belum sepenuhnya tertata, sehingga menyebabkan 

informasi kurang jelas dan pelayanan menjadi kurang efektif bagi sebagian masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, kolaborasi antar aktor dalam Program 

Mening Deh secara umum telah berjalan cukup baik dan pelayanan tetap terlaksana 

meskipun terdapat OPD yang tidak hadir, namun masih diperlukan peningkatan 

koordinasi teknis, kejelasan informasi, dan kelengkapan layanan agar pelaksanaan 

program dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh 

masyarakat. 

Evaluasi berkelanjutan dalam Program Mening Deh dilakukan secara rutin pada 

setiap pelaksanaan kegiatan untuk memantau capaian layanan, kendala geografis, serta 

tingkat kepuasan masyarakat guna memastikan program tetap relevan dan efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara dan pelaksana, evaluasi dilakukan 

secara administratif melalui pengisian Google Form dan blangko evaluasi yang 

disediakan oleh Sekretariat Daerah. Mekanisme ini dinilai cukup membantu dalam 



 

 

mendokumentasikan pelaksanaan program, menghimpun laporan, serta mencatat kendala 

yang terjadi di lapangan. Namun, evaluasi belum dilakukan melalui forum tatap muka 

sehingga proses evaluasi masih bersifat satu arah dan ruang diskusi langsung untuk 

menggali masukan secara mendalam masih terbatas. Dari sisi masyarakat, sebagian besar 

warga tidak mengetahui mekanisme evaluasi karena tidak dilibatkan secara langsung dan 

tidak tersedia forum khusus untuk menyampaikan keluhan atau saran. Jika terdapat 

masukan, biasanya disampaikan secara informal kepada petugas di lokasi pelayanan. 

Meskipun demikian, masyarakat tetap menilai program bermanfaat selama pelayanan 

berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, evaluasi Program 

Mening Deh telah berjalan secara konsisten tetapi belum sepenuhnya partisipatif dan 

interaktif, sehingga diperlukan pengembangan mekanisme evaluasi yang 

mengombinasikan metode tertulis dengan pertemuan langsung serta melibatkan 

masyarakat secara aktif agar umpan balik yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat 

menjadi dasar perbaikan program ke depan. 

Pembahasan 

Pelayanan publik merupakan kebutuhan setiap masyarakat oleh karena itu, setiap 

daerah atau instansi publik dituntut untuk terus berupaya memberikan kualitas pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Upaya peningkatan kualitas 

pelayanan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi 

pelayanan publik agar pelayanan menjadi mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Untuk melihat inovasi pelayanan Program Mening Deh perlu memperhatikan 

beberapa aspek yaitu: komitmen kepemimpinan, kapasitas organisasi, partisipasi 

masyarakat, dukungan regulasi, kolaborasi multi-aktor, evaluasi berkelanjutan. Aspek-

apek tersebut akan di analisis menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai 

berikut: 

a) Komitmen Kepemimpinan 

Komitmen kepemimpinan merupakan indikator penting dalam inovasi pelayanan 

publik karena berkaitan dengan arah kebijakan, keberlanjutan program, serta koordinasi 

antar aktor. Dalam Program Mening Deh, komitmen kepemimpinan ditunjukkan melalui 

keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Sekretariat Daerah, dalam penyusunan 

mekanisme pelaksanaan, penunjukan OPD penanggung jawab, serta penyediaan 
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instrumen evaluasi. Dukungan ini menunjukkan adanya upaya pimpinan dalam 

memastikan program berjalan sesuai kebijakan dan berkelanjutan. Namun, pada tingkat 

pelaksanaan masih ditemukan keterbatasan koordinasi teknis dan kejelasan informasi, 

sehingga pelaksana dan masyarakat belum sepenuhnya memahami alur pelayanan dan 

jenis layanan yang tersedia. Dari sisi pelaksana, komitmen kepemimpinan dinilai 

membantu keberlangsungan program, tetapi kurangnya forum koordinasi dan evaluasi 

tatap muka membatasi penyampaian kendala secara langsung. Sementara itu, masyarakat 

belum merasakan komitmen kepemimpinan secara nyata karena minimnya komunikasi 

langsung dengan pimpinan. Secara keseluruhan, komitmen kepemimpinan dalam 

Program Mening Deh tergolong cukup baik namun belum optimal, sehingga perlu 

diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, kejelasan informasi, serta 

keterlibatan pimpinan secara lebih aktif agar program berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

b) Kapasitas Organisasi 

Kapasitas organisasi merupakan indikator penting dalam pelaksanaan inovasi 

pelayanan publik karena berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola 

sumber daya, koordinasi, serta sistem kerja secara berkelanjutan. Dalam Program Mening 

Deh, kapasitas organisasi dinilai cukup baik, terutama dari sisi kemampuan sumber daya 

manusia yang responsif dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

langsung di tingkat desa. Koordinasi organisasi dilakukan oleh Sekretariat Daerah 

sebagai koordinator utama yang menunjuk OPD penanggung jawab dan berkoordinasi 

dengan kecamatan serta pemerintah desa, sehingga program dapat berjalan dan 

menjangkau masyarakat. Namun demikian, kapasitas organisasi belum sepenuhnya 

optimal karena belum adanya struktur organisasi, SOP, dan petunjuk teknis tertulis yang 

secara khusus mengatur pelaksanaan program, sehingga pelaksanaan masih bergantung 

pada koordinasi informal dan arahan pimpinan. Kondisi ini menyebabkan kesiapan 

layanan antar OPD belum seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan 

pelayanan. Dari perspektif masyarakat, kapasitas organisasi dinilai berdasarkan 

kelancaran pelayanan yang diterima, meskipun masih terdapat keterbatasan jenis layanan 

pada beberapa pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, kapasitas organisasi Program 

Mening Deh tergolong cukup mendukung, namun masih perlu diperkuat melalui 



 

 

penyusunan SOP, kejelasan pembagian peran, serta peningkatan koordinasi lintas OPD 

agar pelaksanaan program lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan.  

c) Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai inovasi 

pelayanan publik karena mencerminkan keterlibatan warga dalam perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam Program Mening Deh, partisipasi 

masyarakat umumnya terlihat pada kehadiran dan pemanfaatan layanan, yang 

menunjukkan antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap program, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sherry Arnstein dan Tina Nabatchi dalam konsep partisipasi publik 

yang menekankan pentingnya keterlibatan bermakna masyarakat. Namun, temuan 

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap 

pelaksanaan dan belum optimal pada tahap evaluasi maupun pengambilan keputusan, 

karena belum tersedia forum resmi atau mekanisme partisipatif untuk menyampaikan 

aspirasi secara sistematis. Dari perspektif pelaksana, keterlibatan masyarakat dinilai 

membantu kelancaran kegiatan, tetapi masukan warga belum menjadi bagian utama 

dalam evaluasi program. Sementara itu, masyarakat lebih memandang dirinya sebagai 

penerima layanan daripada aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Secara 

keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam Program Mening Deh tergolong cukup baik 

pada tahap pemanfaatan layanan, namun belum optimal secara substansial, sehingga 

diperlukan penguatan melalui forum evaluasi partisipatif, mekanisme aspirasi yang jelas, 

serta peningkatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar program 

lebih responsif dan berkelanjutan. 

d) Dukungan Regulasi  

Dukungan regulasi merupakan indikator penting dalam pelaksanaan Program 

Mening Deh karena menjadi landasan hukum dan pedoman bagi seluruh aktor yang 

terlibat. Namun, pelaksanaan program ini masih didasarkan pada Surat Edaran 

pemerintah daerah yang bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan hukum 

mengikat secara luas. Surat Edaran tersebut memang memberikan legitimasi awal, arahan 

pelaksanaan, serta pembagian tugas bagi perangkat daerah dan pemerintah desa, tetapi 

belum mengatur secara rinci mengenai standar pelayanan, mekanisme koordinasi lintas 

OPD, maupun sistem evaluasi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program di 
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lapangan cenderung fleksibel dan bergantung pada koordinasi informal serta inisiatif 

pelaksana, sehingga berpotensi menimbulkan variasi pelaksanaan antar wilayah. Dari 

perspektif pelaksana, Surat Edaran cukup membantu sebagai dasar administratif, namun 

dinilai belum optimal tanpa dukungan regulasi yang lebih kuat seperti Peraturan Bupati 

atau petunjuk teknis yang lebih komprehensif. Sementara itu, masyarakat tidak 

merasakan secara langsung keberadaan regulasi karena tidak disosialisasikan secara luas. 

Secara keseluruhan, dukungan regulasi Program Mening Deh tergolong cukup tersedia 

tetapi masih lemah, sehingga diperlukan penguatan regulasi formal agar pelaksanaan 

program lebih konsisten, terstandar, dan berkelanjutan. 

e) Kolaborasi Multi-Aktor 

Kolaborasi multi-aktor merupakan indikator penting dalam menilai inovasi 

Program Mening Deh karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, 

mulai dari OPD, kecamatan, pemerintah desa, hingga masyarakat sebagai penerima 

manfaat. Menurut konsep collaborative governance dari Chris Ansell dan Alison Gash, 

kolaborasi yang efektif ditandai dengan koordinasi terstruktur, komunikasi intensif, dan 

tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam Program Mening 

Deh telah terbangun melalui pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing instansi, 

dengan Sekretariat Daerah sebagai koordinator, serta dukungan kecamatan dan desa 

sebagai fasilitator lapangan, sebagaimana juga dijelaskan oleh Kirk Emerson dan Tina 

Nabatchi. Namun, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena koordinasi 

masih bersifat sektoral, forum evaluasi belum rutin, dan komunikasi antar aktor masih 

insidental, sehingga terjadi perbedaan pemahaman teknis di lapangan, sejalan dengan 

pandangan John Bryson yang menyebutkan bahwa tantangan utama kolaborasi lintas 

sektor adalah menjaga komunikasi dan kepercayaan antar aktor. Dari sisi pelaksana, 

kolaborasi membantu memperluas layanan, sedangkan masyarakat merasakan 

kemudahan akses layanan terpadu meskipun belum memahami peran masing-masing 

instansi. Secara keseluruhan, kolaborasi multi-aktor dalam Program Mening Deh sudah 

berjalan cukup baik namun belum optimal, sehingga perlu diperkuat melalui koordinasi 

rutin, komunikasi terstruktur, dan evaluasi bersama agar program dapat berjalan lebih 

terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. 

f) Evaluasi Berkelanjutan 



 

 

Evaluasi berkelanjutan merupakan indikator penting dalam menilai inovasi 

Program Mening Deh karena menunjukkan kemampuan pemerintah dalam melakukan 

perbaikan layanan secara terus-menerus berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan. 

Menurut Donald Kettl, evaluasi berfungsi sebagai pembelajaran organisasi untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik secara adaptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa evaluasi Program Mening Deh telah dilakukan melalui Google Form dan blangko 

evaluasi setelah kegiatan berlangsung sebagai bentuk monitoring administratif, sejalan 

dengan pandangan Joseph Wholey bahwa evaluasi rutin dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan mengidentifikasi perbaikan program. Namun, evaluasi masih bersifat 

administratif dan belum partisipatif karena forum diskusi tatap muka serta pelibatan 

masyarakat belum berjalan optimal, sehingga tindak lanjut evaluasi belum sepenuhnya 

jelas. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Michael Quinn Patton yang menekankan 

pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan. Dari perspektif 

pelaksana, instrumen evaluasi membantu pelaporan namun tindak lanjutnya belum 

konsisten, sedangkan masyarakat belum dilibatkan dalam proses evaluasi. Secara 

keseluruhan, evaluasi berkelanjutan dalam Program Mening Deh sudah berjalan secara 

administratif tetapi belum optimal secara substantif, sehingga perlu diperkuat melalui 

forum refleksi bersama, mekanisme umpan balik yang jelas, dan pelibatan masyarakat 

agar program dapat terus meningkat secara responsif dan berkelanjutan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan indikator inovasi pelayanan menurut Sri Yulianty et al. (2024), 

pelaksanaan Program Mening Deh di Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah telah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang optimal 

meskipun masih terdapat beberapa kendala. Komitmen kepemimpinan terlihat dari 

keterlibatan langsung pimpinan daerah dan Sekretaris Daerah dalam mendorong 

pelayanan yang efektif dan mudah diakses, walaupun belum didukung struktur pelaksana 

dan petunjuk teknis yang jelas. Kapasitas organisasi dinilai cukup baik karena petugas 

mampu menjalankan pelayanan secara optimal meskipun belum tersedia struktur 

organisasi, SOP, dan pembiayaan yang masih bergilir antar OPD. Partisipasi masyarakat 

juga tergolong baik, ditunjukkan dengan tingginya kehadiran warga dan keterlibatan 

dalam penyebaran informasi terkait pelaksanaan program di desa. 
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Namun demikian, dukungan regulasi masih terbatas karena program hanya 

berlandaskan Surat Edaran Bupati tanpa regulasi teknis yang lebih rinci, sehingga 

pelaksanaan masih bergantung pada koordinasi antar OPD. Sementara itu, kolaborasi 

multi-aktor berjalan cukup baik melalui keterlibatan pemerintah kabupaten, kecamatan, 

desa, dan OPD sesuai peran masing-masing. Evaluasi berkelanjutan juga telah dilakukan 

melalui Google Form dan blangko evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung 

untuk menilai manfaat dan efektivitas program. Secara keseluruhan, Program Mening 

Deh telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelayanan publik, namun masih 

memerlukan penguatan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan pedoman teknis agar 

pelaksanaan program lebih optimal dan berkelanjutan. 
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